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SINOPSIS

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengusuran atau penertiban
terhadap bangunan dan yang lainnya oleh pemerintah terhadap masyarakat yang
berada di zona lokasi gumuk pasir tepatnya di Desa Parangtrtitis, Kabupaten
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gumuk pasir yang merupakan
salah satu fenomena alam yang ada satu-satunya di Asia Tenggara memiliki
potensi yang besar untuk dijadikan tempat wisata dan juga pendidikan. Gumuk
pasir yang merupakan tanah kerajaan Yogyakarta dan ditempati oleh masyarakat
secara tidak berizin yang sah secara hukum membuat lokasi ini menjadi
permasalahan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah yang ingin
mengembalikan alaminya gumuk pasir harus berhadapan dengan masyarakat
sehingga hal ini menjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat di lokasi
gumuk pasir Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan
mengambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang
tampak sebagai adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, dokumentasi terhadap masyarakat setempat, kepala desa, Satpol PP,
ketua kelompok ternak, Karangtaruna, LGPP, dan tokoh masyarakat. Peneliti
dalam menganalisis data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pergub DIY nomor 115/2015 tentang
pelestarian kawasan geologi menempatkan gumuk pasir sebagai kawasan yang
dilindungi yaitu dengan kesimpulan, satu bahwa kebijakan sangat jelas dipahami
oleh pelaksana lapangan dan disampaikan oleh Satpol PP selaku implementator
kepada masyarakat sesuai prosedur, dua upaya penertiban oleh pemerintah
mengunakan dengan cara yang baik dilakukan bersama dengan aparatur desa dan
pihak Satpol PP selaku implementator kebijakan di lapangan, tiga Perencanaan
pergub yang matang dan perencanaan implementasi kebijakan oleh pemerintah
daerah Bantul dan satpol PP sudah merencanakan dari tahap awal pelaksanaan
kebijakan tersebut agar dapat dilakukan dengan baik yaitu dengan tahapan
perencanaan tahapan pelaksanaan pergub, empat penyusunan pelaksanaan
penertiban dilakukan sesuai jadwal, prosedur dan dampak bila kebijakan pergub
diimplementasikan, lima Sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan
implementasi kebijakan peraturan gubernur DIY yang mengatur penertiban
bangunan diatas gumuk pasir, enam pengawasan dan pengecekan lokasi setelah
dilaksanakannya penertiban selalu dilakukan.

( kata kunci: Geologi, Peraturan Gubernur, Efektivitas, Kebijakan )



1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Negara dapat disebut Negara apabila memuat unsur-unsur pokok
pembentukannya, yaitu: pemerintah, rakyat, dan kemerdekaan atau kedaulatan
atas wilayah tertentu yang diakui dunia internasional. Di dalam negara ada
berbagai macam interaksi dari sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang
bertujuan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan
tersebut perlu adanya mekanisme atau aturan yang berfungsi sebagai petunjuk
yang berlaku dalam masing-masing sistem maupun di dalam proses interaksi.

Terdapat setidaknya empat hal yang mendasar berkaitan dengan aturan
yang dibentuk, pertama, aturan bersifat berlaku untuk semuanya.Kedua, aturan-
aturan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh suatu sistem. Ketiga, disisi
lain, interaksi antara satu aturan dengan aturan yang lainnya akan membentuk
sebuah sistem. Keempat, aturan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita
kehidupan bersama.Keempat hal ini yang disebut juga sebagai kebijakan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi objektif daerahnya. Otonomi daerah akan
dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong



proses demokratisasi di daerah kearah yang lebih baik. Otonomi daerah sendiri
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah.

Provinsi di Indonesia dapat menetapkan dan mengeluarkan peraturan dan
kebijakan untuk mengatur keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di
daerahnya sendiri. Seorang kepala daerah maupun institusi pemerintahan dapat
mengeluarkan kebijakan maupun peraturan daerah sewaktu-waktu untuk
mengatasi suatu keadaan yang dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan
bagi daerah tersebut.Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan bertujuan agar
terwujudnya demokratisasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia.
Kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip
dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

Dalam hal ini pemerintah selaku pemimpim diharapkan tidak hanya
berkompetisi dibidangnya dan memiliki kecerdasan lebih. Tetapi pemimpin yang
peka terhadap keinginan dari masyarakat, dimata masyarakat akanlebih baik dari
pada pemimpin yang pintar dan cerdas tetapi egois dalam membuat kebijakan
yang akhirnya kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat justru
sebaliknya akan membebankan masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu pronvinsi di
Indonesia yang memiliki hak istimewa atas daerahnya sendiri. Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh gubernur yang dipilih langsung melalui garis
keturunan Sultan Hamengku Buwono dan wakil gubernur ditetapkan sesuai

keturunan Adipati Paku Alam kerajaan Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta



merupakan salah satu provinsi yang memiliki begitu banyak keindahan dari segi
pariwisatanya yang menjadikan Yogyakarta menjadi salah satu daerah tujuan
wisata yang ada di Indonesia.Pariwisata menjadi salah satu pendapatan daerah
Yogyakarta melalui retribusi dari pendapatan tiap-tiap obyek wisata.

Seiring bertambah majunya era global maka semakin banyak wisatawan
yang pergi berlibur ketempat wisata alam untuk sekedar bersenang-
senang.Adanya potensi wisata dapat digunakan pemerintah daerah maupun
masyarakat setempat untuk mencari keuntungan pendapatan yang datang dari para
wisatawan. Dibeberapa daerah pariwisata dijadikan sebagai alat pendapatan
perkapita keluarga untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat, banyak
masyarakat bahkan instansi pemerintahan yang ingin mengembangkan dan
berinvestasi disetiap obyek wisata yang menarik banyak wisatawan, mulai dari
pembangunan hotel, penginapan, rumah, pertokoan, bahkan pembangunan lainnya
dalam waktu panjang membuat tercemar bahkan berubahnya obyek wisata
tersebut menjadi kumuh dan tidak terawat.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tempat obyek wisata alam
yang menarik disetiap daerah. Di Kabupaten Bantul tepatnya di Desa Parangtritis
terdapat obyek wisata Gumuk Pasir yang merupakan obyek wisata langka dan
satu-satunya di Asia Tenggara. Obyek wisata ini termasuk obyek wisata baru
dikarenakan baru beberapa tahun lalu masyarakat sadar bahwa Gumuk Pasir
merupakan salah satu fenomena alam yang harus dilestarikan dan masih diteliti
lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat lokal maupun

masyarakat pendatang yang tertarik untuk mencari penghasilan dan bahkan



mendirikan rumah dan bangunan yang lainnya disekitar Gumuk Pasir.Semakin
tahun bangunan permanen dan semi permanen disekitar gumuk pasir semakin
banyak dan mengakibatkan kumuh dan menganggu perpindahan pasir disekitar
Gumuk Pasir. Hal ini direspon oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk melestarikan dan menjaga salah satu fenomena alam yang
menjadi daya tarik pariwisata ini.

Suatu obyek wisata yang dianggap dapat memberikan kontribusi untuk
pendapatan daerah, maka pemerintah berhak mengeluarkan peraturan untuk
mengatur segala hal yang bersangkutan dengan masyarakat disekitar obyek
wisata maupun mengatur pemgembangan fenomena alam tersebut untuk dijaga
dan dijadikan obyek wisata demi kepentingan bersama.

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
N0.115/2015 tentang Pelestarian Kawasan geologi menempatkan gumuk pasir
sebagai kawasan yang dilindunggi. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta ini disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi secara
bertahap.Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta aparat
keamanan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa Parangtritis paham
akan tujuan dikeluarkannya kebijakan ini. Sosialisasi dilakukan di kantor Desa
Parangtritis dan di sekitar zona Gumuk Pasir.

Peraturan Gubernur ini dibuat menjadi reprenstasi pemerintah provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam

disekitar gumuk pasir. Dengan dilaksanakannya Peraturan gubernur ini maka



diharapakan agar masyarakat yang berada disekitar area gumuk pasir sadar akan
pentingnya menjaga alam untuk pelestarian dan alaminya kawasan gumuk pasir.

Kebijakan yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X ini menjadi
pusat perhatian khususnya bagi para penduduk yang bertempat tinggal dan
mengantungkan hidup dari berjualan dan berternak disekitar area gumuk
pasir.Peraturan gubernur DIY ini berisi tentang pelarangan pendirian bangunan
maupun tambak yang baru diseluruh kawasan yang termasuk zona aman gumuk
pasir.

Pada dasarnya setiap peraturan dibuat harus dipertimbangkan secara benar
dan memikirkan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut
terutama mereka yang langsung merasakan dampak negative dari kebijakan
tersebut. Dalam hal peraturan gubernur ini, pemerintah mengharuskan semua
masyarakat yang mendirikan banggunan secara permanen disekitar darah yang
termasuk zona gumuk pasir untuk membongkar dan meninggalkan tempat tinggal
mereka sebelum dilaksanakan pengusuran secara paksa oleh pihak keamanan.
Pemerintah Yogyakarta sendiri telah mengeluarkan surat peringatan dan
pemberitahuan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai bangunan
permanen dan tambak udang disekitar zona gumuk pasir. Perencanaan penertiban
oleh aparat keamanan kenyataannya ditolak masyarakat dengan berbagai cara
dikarenakan tidak adanya uang ganti rugi maupun pemindahan bangunan dari
pemerintah Yogyakarta terhadap masyarakat yang akan terkena pengusuran.
Berbagai penolakan pun terjadi, sedikitnya ada 38 kepala keluarga yang menolak

pengusuran permukiman tersebut yang terdiri dari kelompok ternak, kelompok



tambak udang dan juga masyarakat yang mendirikan rumah disekitar zona Gumuk
Pasir.Tidak terimanya masyarakat untuk digusur paksa nantinya membuat
polemik berkepanjangan, seperti penolakan dari aksi perlawanan melalui tertulis
maupun dari bentuk fisik dengan alasan yang begitu banyak.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya sudah
disahkan pada tahun 2015 yang lalu dikeluarkan dan pemberitahuan dengan surat
peringatan pun sudah dilakukan. Dalam hal ini pemerintah provinsi Yogyakarta
bekerjasama dengan pihak keamanan setempat, kepala desa parangtritis dan juga
dusun yang merupakan letak gumuk pasir. Setelah surat peringatan ketiga
dikeluarkan dan sosialisasi sudah diberikan tetap saja masih ada masyarakat yang
sekitar zona tersebut tidak memperdulikan bahkan ada yang tidak takut akan
pengusuran dan pengusiran secara paksa oleh pihak yang berwenang nantinya.

September 2016 pemerintah provinsi Yogyakarta telah menyatakan akan
melaksanakan pengusuran secara paksa, tetapi sampai sekarang belum adanya
realisasi secara fisik dikarenakan masih adanya penolakan masyarakat lokal untuk
digusur bangunan rumah, warung, tambak udang, kandang ternak maupun yang
lainnya. Penataan kawasan gumuk pasir itu sebenarnya mengacu pada peraturan
daerah (perda) yogyakrta n0.4/2015 tentang Perlindungan Habitat Alami.Penataan
kawasan gumuk pasir ini yang sesuai dengan perda tersebut dengan menetapkan
penataan kawasan gumuk pasir tepatnya dari lokasi pantai depok sampai pantai
parangkusumo.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta sudah

dilaksanakan mulai dari akhir tahun 2015.Kebijakan ini sebenarnya bertujuan agar



masyarakat lebih tertib dalam membangun pemungkinan dan harus menjaga alam
terutama sesuatu yang langka. Bahkan pemerintah provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta melakukan pengawasan melalui aparat keamanan disekitar daerah
zona gumuk pasir untuk selalu menjaga agar masyarakat tidak lagi mendirikan
bangunan permanen dan tambak disekitar zona gumuk pasir yang dapat merusak
habitat alami gumuk pasir.

Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 115
tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi yang menempatkan gumuk pasir
sebagai kawasan yang dilindungi, kebijakan ini mengatur tentang perlindungan
habitat alami zona gumuk pasir yang disalahgunakan masyarakat umtuk
membangunan pemukiman. Hal ini membuat gumuk pasir menjadi kumuh dan

berkurangnya habitat alami gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat
dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang ingin dipecahkan
dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta nomor 115/2015 tentang Pelestarian Kawasan Geologi menempatkan

gumuk pasir sebagai kawasan yang dilindungi?
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